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KEMENTERIAN?ALAM NEGERI

.l " Q 1. Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan
- -\() Daerah Pada Setiap Entitas Penyelenggara
'\c? - Pemerintahan Daerah.
. o A
2. Mendorong Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan
Pelayanan Kepada Masyarakat Dalam Penerapan
= Desentralisasi Asimetrik Dan Generik.
| 0TONOM| 3. Mendorong Terwujudnya Kemampuan Dan Prakarsa
Pemerintahan Daerah Terhadap Pencapaian Kinerja
DAERAH Dalam Mendukung Pelaksanaan Desentralisasi Dan
% Otonomi Daerah.
MENINGKATNYA

4, Mewujudkan Efektifitas Kebijakan Dan Pembinaan
Kelembagaan Dan Kepegawaian Pada Perangkat
Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

KUALITAS PELAKSANAAN
““OTONOMI DAERAH

5. Meningkatnya Kapasitas Koordinasi Dan Pembinaan
UNTUK MENCAPAI Pemerintahan Daerah Secara Berkesinambungan
KESE'AHTERAAN Terhadap Pelaksanaan Desentralisasi Dan Otonomi
MASYARAKAT DALAM Daerah.
6. Meningkatkan Keselarasan Penyelenggaraan Otonomi
MEMPERKOKOH NEGARA Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
KESATUAN REPUBL'K Yang Lebih Tinggi, Dan Tidak Bertentangan Dengan

INDONESIA” Kepentingan Umum.
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LANJUTAN KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN

SMART CITY
KEMENTERIAN DALAM
NEGERI SEBAGAI POROS
PEMERINTAHAN
NASIONAL-DAERAH

' TAMBAHAN URUSAN SESUAI DAYA SAING PEMDA;

PRIORITAS PENGEMBANGAN SMART CITY DIARAHKAN
UNTUK MEMENUHI PELAKSANAAN URUSAN WAIIB
PELAYANAN DASAR TERLEBIH DAHULU (PENDIDIKAN,
KESEHATAN, PEKERJAAN UMUM-PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT-KAWASAN PERMUKIMAN,
TRANTIBLINMAS DAN SOSIAL); PASAL 12 UU 23/2014.




KONSEP KOTA CERDAS YANG DIRANCANG SECARA BERKESINAMBUNGAN

DAN TERUS BERKEMBANG GUNA :
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SMART LIVING
Sumber: Paparan “Smart Cities: Concept, Challenges and Projects” oleh

ASCIMER




o
Faktor-faktor Pendukung Smart City



PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN DALAM
PILAR SMART CITY:

SMART ECONOMY SMART PEOPLE SMART SMART MOBILITY SMART SMART LIVING
GOVERNMENT ENVIRONMENT

1. KUKM PENDIDIKAN 1. P’HUBUNGAN 1. 1. BUDAYA

2. P’INDUSTRIAN SOSIAL &PENATAAN 2. KOMINFO 2 ESDM 2. PENDIDIKAN

3. P’DAGANGAN KEBUDAYAAN RUANG 3.  STATISTIK 3. KEHUTANAN 3. PORA

4. TENAGA PMD 2. P’TANAHAN 4. PERSANDIAN 4. PANGAN 4.  KESEHATAN
KERJA P3A 3.  ADMINDUK 5. PUPR 5 PERTANIAN 5.  TRANTIBLINMAS

5.  PARIWISATA KB/KS 4. KOMINFO 6 KELAUTAN 6. PARIWISATA

6. PANGAN P’PUSTAKAAN 5.  PERSANDIAN &P’IKANAN 7. SOSIAL

7. KELAUTAN PU & 6.  STATISTIK 7. PERUMAHAN 8. PERUMAHAN &
P’IKANAN PENATAAN 7.  P’PUSTAKAAN & KAWASAN KAWASAN

8. P'TANIAN RUANG 8.  KEARSIPAN PERMUKIMAN PERMUKIAN

9. KEHUTANAN 9. PENANAMAN

10. ESDM MODAL



ARAH KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN Dimensi Kota Pintar
SMART CITY

KEMENTERIAN DALAM » Dimensi Institusional
NEGERI » Dimensi Manusia

» Dimensi Teknologi

TIK hanya sebagai ENABLER, terdapat komponen
, dasar non teknologi yang perlu diperhatikan:

» Pemerintahan & Kelembagaan

» Kebijakan Politik

» Manajemen & Organisasi

>

Masyarakat




ARAH KEBIJAKAN RPIMN
PENGEMBANGAN

SMART CITY 3
KEMENTERIAN DALAM RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SMART CITY
NEGERI (roadmap smart city Indonesia)

Memuat: Standar Nasional Indonesia
1. SDG’s (SNI)

. 6 urusan wajib
pelayanan dasar
3. urusan penunjang
daya saing
daerah)

4

Rencana Induk Smart City Daerah
(roadmap smart city)



PERAN KEMENTERIAN
DALAM NEGERI DALAM

PENGEMBANGAN
SMART CITY

Perbaikan dan
perawatan
sistem;
Pengembangan
system.

Data
Kependudukan

Data Pembangunan
Pusat & Pemda

Data Strategis
Lainnya
Kemdagri dan
Pemda

Data & Informasi
e-LPPD
(Lap.Pemda)

Komunikasi
Digital dan
Interaksi Aplikasi
Media




LANGKAH BERSAMA LINTAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA:

Penyusunan Pedoman Pengembangan Kota
Cerdas;

Pelatihan kota pintar untuk bekerjasama
dengan UGM;

Mendukung gerakan menuju 100 smart

city;

Penyusunan Standar Nasional Indonesia
(SNI) Pengembangan Kota Cerdas mengacu
pada ISO 37120:2018 (sustainable cities and
communities -- Indicators for city services
and quality of life);

Berperan aktif dalam ASEAN Smart Cities

Network.
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SMART CITY ACTION PLAN
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DKI1 JAKARTA MAKASSAR BANYLIWANGI
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I - | — =
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LANGKAH BERSAMA LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA:

Perlu dilakukan:

P Penyusunan framework
| nasional pengembangan smart
city;

' Koordinasi dan berbagi peran
dalam teknis pengembangan
smart city;

' Pemantapan infrastruktur dan
pengamanan smart city.







